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Abstrak
Syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada per-
helatan Pemilu 2019 adalah salah satu teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih 
diperdebatkan antara calon legislatif dengan Penyelenggara Pemilu setiap Pemilu. 
Standar sehat bakal calon yang masih belum dirumuskan dengan baik dalam Pera-
turan Perundang-Undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadi-
lan serta tidak memberi manfaat bagi bakal calon. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis standar persyaratan sehat bagi calon legislatif, apakah sudah sesuai 
dengan tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “memenuhi syarat” yang diatur oleh 
KPU telah menjadikannya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan asas peraturan 
perundang-undangan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan oleh semua orang. 
Penelitian ini merekomendasikan perlu kiranya KPU menetapkan standar yang jelas 
bentuk keterangan sehat yang memenuhi syarat calon anggota legislatif pada Pemilu 
berikutnya.

Abstract
Terms of physical health, spiritual, and free from drug abuse in the 2019 Election 
event are debatable General Election’s technical implementations among the legisla-
tive candidates and the Election Organizer. Health standards for prospective can-
didates have not been well formulated in the regulations, create legal uncertainty, 
unfair, and do not benefit prospective candidates. This study aims to analyze the 
health requirements for legislative candidates, whether they are following the law’s 
objectives. The research method used is normative juridical. The results of this study 
indicate that the phrase “fulfilling the requirements” regulated by the KPU has made 
it incompatible with the objectives of the law and the principles of the legislation that 
the law must be enforceable by everyone. This study recommends that the KPU set 
clear standards in the form of a healthy statement that meets the legislature’s require-
ments for the legislature in the next election.
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1. Pendahuluan 
Dalam demokrasi perwakilan, keha-

diran lembaga perwakilan atau parlemen 
menjadi sangat penting guna mengemban 
amanah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Se-
bagai anggota lembaga perwakilan tersebut, 
seseorang harus mendapatkan mandat dari 
rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, Pe-
milu diharapkan dapat menjaring pemimpin-
pemimpin yang berkualitas, berintegritas, 
memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, 
kapabilitas moral yang memadai, bersih, ber-
wibawa dan jujur agar memperoleh keper-
cayaan dari masyarakat (Wilar, 2019). Maka 
dalam struktur dan sistem politik, partai po-
litiklah yang paling bertanggungjawab untuk 
melahirkan pemimpin yang berkualitas terse-
but (Ariwibowo et al., 2013).

Untuk menjamin rakyat sungguh-sung-
guh berdaulat dalam sebuah Pemilu, maka 
diperlukan aturan dan norma untuk memas-
tikan tujuan luhur Pemilu itu tetap terjaga. 
Sehingga perlu dukungan berupa penegakan 
hukum yang mandiri, kuat dan berkeadilan 
untuk menjaga hak pilih rakyat (Mawardi, 
2019). Aturan dan norma tersebut telah di-
tuangkan dalam UUD Tahun 1945, tepatnya 
pada Bab VIIB Pemilihan Umum. Kemudian 
diatur lebih lanjut dalam regulasi khusus ke-
pemiluan, yakni terakhir melalui UU Nomor 
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

L.J. Apeldoorn sebagaimana dikutip 
oleh Lusy Liany (2016) mengatakan bahwa 
regulasi pada umumnya merupakan dasar 
dan batasan bagi segala aktifitas pemerin-
tahan berdasarkan atas hukum yang dapat 
memperkirakan akibatnya sehingga menjadi 
dasar perlunya kepastian hukum. Kejelasan 
rumusan setiap perundang-undangan harus 
memenuhi persyaratan teknis, sistematika, 
dan pilihan kata serta bahasa hukumnya ha-
rus jelas dan mudah dimengerti. Hal ini di-
perlukan agar tidak menimbulkan berbagai 
macam interprestasi dalam pelaksanaannya. 
Sayangnya hal ini belum dipenuhi oleh re-
gulasi Pemilu yang berlaku sampai saat ini. 
Masih terdapatnya materi yang belum bisa 
memberikan kepastian hukum dengan pen-
gaturan yang konsisten.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum memiliki beberapa 
kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
pro dan kontra dari masyarakat (Aminah et 
al., 2020; Antameng, 2019; Dedi, 2019; 
Diniyanto, 2019). Selain itu, salah satu tan-
tangan Pemilu adalah adanya peristiwa di la-
pangan yang tidak atau belum diatur secara 
rinci dan jelas dalam regulasi pemilu. Regula-
si yang berlaku kadang dimaknai secara multi 
interpretatif atau bahkan tidak dapat dilak-
sanakan oleh semua orang. Sebagai contoh-
nya adalah pengaturan mengenai salah satu 
syarat pencalonan, baik calon anggota DPR, 
DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabu-
paten/kota. Yakni, syarat dan ketentuan sehat 
jasmani, rohani serta bebas dari penyalahgu-
naan narkotika yang kerap menimbulkan po-
lemik setiap masa Pemilu.

Bagi calon legislatif upaya untuk mem-
peroleh surat keterangan kesehatan tersebut 
kadangkala masih menemui kendala. Seperti 
jarak tempuh lokasi fasilitas kesehatan yang 
ditunjuk maupun biaya yang harus dikeluar-
kan untuk mengikuti serangkaian prosedur 
tes kesehatan. Apalagi persyaratan ini diber-
lakukan juga terhadap pendaftaran calon 
Anggota PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecama-
tan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas 
TPS. Namun syarat untuk jenis rekrutmen 
terakhir ini terkesan lebih sederhana. Karena 
diatur secara jelas bahwa cukup dengan surat 
keterangan berbadan sehat, seseorang dapat 
mendaftar sebagai calon penyelenggara ad 
hoc tersebut.

Berbeda dengan calon legisaltif, Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum mengatur pada Pasal 240 
Ayat (1) huruf h menyatakan bahwa ba-
kal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan 
DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi persyaratan sehat 
jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgu-
naan narkotika. Demikian juga halnya den-
gan syarat administrasi bakal calon perseo-
rangan anggota DPD yang diatur pada Pasal 
258 Ayat (2) huruf d. Di dalam penjelasan 
undang-undang tersebut, yang dimaksud 
dengan “sehat jasmani” dan “rohani” ada-
lah keadaan sehat yang dibuktikan dengan 
surat kesehatan atau surat keterangan sehat 
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dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pe-
merintah yang memenuhi syarat dan disertai 
dengan keterangan bebas narkotika. 

Pasal 7 Ayat (1) huruf h Peraturan KPU 
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota, menyatakan bahwa bakal calon anggo-
ta DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupa-
ten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan 
harus memenuhi persyaratan sehat jasmani, 
rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif. Pasal 8 Ayat (1) 
huruf d menyebutkan pula bahwa surat ke-
terangan sehat jasmani dan rohani diperoleh 
dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah 
yang memenuhi syarat, serta bebas peny-
alahgunaan narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif sebagai pelengkap administrasi bakal 
calon tersebut.

Muncul persoalan ketika frasa “puskes-
mas atau rumah sakit pemerintah yang me-
menuhi syarat” menjadi multi tafsir. Adakah 
puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang 
tidak memenuhi syarat di Indonesia? Jika ada 
yang demikian, tentu menjadi persoalan bagi 
para pasien yang melakukan pengobatan 
dan perawatan kesehatan di sana. Atau sya-
rat yang dimaksud itu mengindikasikan indi-
kator-indikator tertentu yang hanya dimiliki 
oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah 
tertentu saja.

Merujuk kepada Gustav Radbruch, 
menyatakan bahwa tujuan hukum adalah 
memberikan keadilan (gerechtigkeit), keman-
faatan hukum (zwechmassigkeit) dan kepas-
tian hukum (rechsicherheit) (Susanto, 2014). 
Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan 
Markus Y Hage mengutip pandangan Gustav 
bahwa nilai keadilan merupakan materi yang 
harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan 
aturan hukum adalah sesuatu yang harus me-
lindungi nilai keadilan (Bidari, 2014). Kemu-
dian HDP Sinaga mengutip pernyataan John 
Stuart bahwa ukuran baik buruknya suatu 
perbuatan harus diukur dari segi manfaat 
yang dihasilkan. Karena kebajikan tertinggi 
adalah memiliki manfaat yang sebesar-besar-
nya (2019). Tanpa adanya kepastian hukum, 

orang tidak tahu apa yang harus dilakukan-
nya dan akhirnya terjadilah ketidakpastian 
(uncertainty) sehingga muncul kekerasan aki-
bat tidak tegasnya sistem hukum. Oleh kare-
na itu, pemberlakuan hukum yang jelas, te-
tap dan konsisten diperlukan demi kepastian 
hukum agar pelaksanaannya tidak dapat di-
pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifat-
nya subjektif (Julyano & Sulistyawan, 2019; 
Prayogo, 2016).

Maka selayaknya pemenuhan syarat 
kesehatan para calon tersebut memenuhi 
ketiga tujuan hukum itu. Karena sebagai ke-
rangka hukum Pemilu, regulasi mesti menja-
min kepastian proses (predictable procedu-
res). Semua hal diatur dengan ketentuan 
yang bermakna tunggal dan konsisten satu 
sama lain (Surbakti et al., 2008, hal. 65). Agar 
dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu 
yang diperlukan untuk memastikan pemilu 
yang demokratis, maka kerangka hukum ha-
rus disusun sedemikian rupa sehingga tidak 
bermakna ganda, dapat dipahami dan terbu-
ka (IDEA, 2002, hal. 13).

Selanjutnya sebagaimana yang dikutip 
oleh Halili, Sri Hartini, dan Iqbal Arpannu-
din (2018) bahwa International IDEA juga 
menyebutkan tentang sistem keadilan pemi-
lu merupakan instrumen penting untuk me-
negakkan hukum dan menjamin sepenuh-
nya pelaksanaan prinsip demokrasi melalui 
penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur 
dan adil. Sistem keadilan pemilu harus di-
lihat sebagai sesuatu yang efektif, serta me-
nunjukkan imparsialitas dan independensi 
untuk mewujudkan keadilan, akuntabilitas, 
transparansi, inklusifitas dan kesetaraan. 
Karena pada dasarnya ide dari demokra-
si cukup sederhana, yakni agar melindungi 
hak-hak warga negara dalam melaksanakan 
kebebasan untuk menyatakan pendapat dan 
melakukan pengawasan terhadap kekuasaan 
rezim guna mewujudkan kemakmuran dan 
kesejahteraan (Khairazi, 2015).

Teori tentang keadilan tidak dapat di-
pisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Tuju-
an kemanfaatanlah yang menjadi tolak ukur 
apakah suatu tindakan adil atau tidak. Se-
panjang aturan tersebut berakibat baik, pe-
raturan atau tindakan itu dengan sendirinya 
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baik dan adil. Sebaliknya jika berakibat bu-
ruk, maka peraturan atau tindakan dimaksud 
tidak baik dan tidak adil (Fahmi, 2016). Den-
gan kata lain, bahwa perlakuan atas ketentu-
an puskesmas atau rumah sakit yang meme-
nuhi syarat dimaksud dalam regulasi Pemilu 
itu harus mencerminkan keadilan, kepastian 
hukum dan kemanfaatan. Berlaku adil bagi 
calon anggota DPR, DPD, DPRD Provin-
si dan DPRD Kabupaten/Kota dalam upaya 
memenuhi syarat berupa surat keterangan 
sehat jasmani, rohani dan bebas dari peny-
alahgunaan narkotika. Berkepastian hukum 
karena regulasi ditulis secara sederhana, je-
las dan konsisten. Kemudian bermanfaat bagi 
seluruh aktor Pemilu karena dapat mewujud-
kan pemilu yang jujur dan adil. 

Berdasarkan ulasan di atas, artikel ini 
membahas standardidasi pemenuhan syarat 
keterangan kesehatan calon legislatif pada 
Pemilu 2019 yang lalu apakah sudah berdas-
arkan tujuan hukum yang disampaikan oleh 
Gustav Radbruch. Pembahasan tulisan ini di-
dahului dengan pengaturan syarat kesehatan 
calon legislatif. Kemudian mengurai peme-
nuhan tujuan hukum tersebut satu per satu 
terhadap prosedur pemenuhan syarat sehat 
dimaksud dan berupaya memberikan alter-
natif formula standardisasi syarat keterangan 
sehat seorang calon legislatif pada pemilu 
yang akan datang.

2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan di 

dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, 
dengan menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan. Pendekatan ini adalah 
salah satu jenis metode penelitian hukum 
yang analisisnya berdasarkan peraturan pe-
rundang-undangan yang berlaku  dan rele-
van dengan permasalahan hukum yang men-
jadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020). 
Pendekatan peraturan perundang-undangan 
ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen 
serta laporan yang berkaitan dengan tema 
tulisan. Mencari informasi sebagai basis data 
yang berasal dari buku, jurnal, sumber infor-
masi digital terkait yang otoritatif dan relevan, 
kemudian menganalisisnya serta menyajikan-
nya dalam bentuk tulisan ilmiah (Wicipto, 
2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Syarat Kesehatan Calon Legis-
latif

Ketentuan persyaratan calon legislatif 
dengan memenuhi sejumlah dokumen per-
syaratan yang begitu kompleks hanya dite-
mukan dalam Pemilu Indonesia. Berbagai 
literatur lebih cenderung membahas sistem 
pemilu (Hooghe & Stiers, 2016; Potrafke et 
al., 2020), pendidikan, latar belakang peker-
jaan (Mechtel, 2014), demografi calon, dan 
nomor urut calon (Dettman et al., 2017) atau 
syarat umum tentang umur dan status ke-
warganegaraan (Nemţoi & Ignătescu, 2014) 
serta kuota keikutsertaan perempuan dalam 
pencalonan (Górecki & Kukołowicz, 2014; 
Prihatini, 2019; Priyanka, 2020). Hal lainnya 
adalah segala sesuatu yang mempengaruhi 
keterpilihan calon yang bukan berdasarkan 
persyaratan administrasi. Seperti tingkat po-
pularitas, finansial dan pengalaman organisa-
si calon (Ariwibowo et al., 2013; Husna et 
al., 2019; Ilhamsyah et al., 2019; Salsabila, 
2016).

Minim literatur yang mengulas adanya 
syarat keterangan kesehatan calon anggota 
parlemen atau pun kongres di negara lain 
yang menjadi syarat wajib untuk dipenuhi 
dalam pencalonannya. Di samping itu Dek-
larasi Parlemen Internasional Tentang Kriteria 
Untuk Pemilihan yang Bebas dan Adil tahun 
1994, telah menganjurkan kepada semua 
pemerintahan dan seluruh parlemen di du-
nia untuk menganut pedoman prinsip-prin-
sip dan standar-standar yang telah ditentu-
kan. Salah satunya adalah pembatasan dalam 
pencalonan tidak dapat diberlakukan apabila 
melanggar prinsip non diskriminasi atas dasar 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, aga-
ma, pendapat politik atau pendapat lainnya, 
asal usul nasional atau sosial, properti, kelahi-
ran dan/atau status lainnya (IDEA, 2002, hal. 
119).

Salah satu fungsi penting dari pemi-
lihan adalah memilih perwakilan terbaik. 
Maka negara memfasilitasi para calon legis-
latif untuk jujur tentang kualifikasi mereka 
(Woon & Kanthak, 2019). Syarat pencalonan 
seorang kandidat di Amerika Serikat, hanya 
perlu berusia minimal dua puluh lima tahun 
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dan sudah menjadi warga negara Amerika 
Serikat selama lebih dari tujuh tahun untuk 
menjadi anggota House of Representative 
dan minimal tiga puluh tahun serta menjadi 
warga negara Amerika Serikat selama lebih 
dari sembilan tahun untuk menjadi anggota 
Senate (Dewandaru et al., 2016). 

Di Australia, umur dan status kewar-
ganegaraan adalah tolak ukur utama. Dalam 
Pasal 163 dan Pasal 164 Konstitusi Australia 
Nomor 43, menyebutkan untuk menjadi ca-
lon anggota House of Representatives atau 
Senate, seseorang harus minimal berumur 18 
tahun, warga negara Australia dan terdaftar 
sebagai pemilih (Australian Electoral Com-
mission, 2019). Bahkan Pemilu di India, bagi 
calon yang dirawat di rumah sakit pun ma-
sih bisa mencalonkan diri dengan sumpah di 
bawah praktisi medis yang merawatnya (ECI, 
2019).

Berbeda dengan Indonesia, yang me-
miliki sejumlah persyaratan administrasi pen-
calonan yang harus dipenuhi secara akumu-
latif oleh setiap orang yang mencalonkan diri 
sebagai calon anggota legislatif. Sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KPU 
Nomor 20 Tahun 2018, terdapat 19 persya-
ratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon 
untuk bisa berkompetisi dengan calon ang-
gota legislatif lainnya. Salah satunya adalah 
syarat sehat jasmani, rohani, dan bebas pe-
nyalahgunaan narkotika, psikotropika dan 
zat adiktif.

Pada tahapan pencalonan pasangan 
bakal calon presiden dan wakil presiden ser-
ta pasangan bakal calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, pemenuhan syarat kes-
ehatan dilakukan oleh pasangan bakal calon 
di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk dan 
difasilitasi oleh KPU. Hal ini berbeda perla-
kuannya dengan bakal calon anggota DPR, 
DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/
kota. Bakal calon harus melakukan pemerik-
saan kesehatan oleh dirinya sendiri secara 
mandiri ke puskesmas atau rumah sakit pe-
merintah yang memenuhi syarat.

Berbeda dengan pemilu legislatif, hal-
hal yang menjadi materi pemeriksaan kese-
hatan calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, diatur tersendiri dalam sebuah stan-

dar kemampuan sehat rohani dan jasmani 
melalui Keputusan KPU RI, KPU Provinsi dan/
atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini pernah 
diterapkan melalui Pasal 46 Peraturan KPU 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota. Selain menetapkan stan-
dar kemampuan sehat rohani dan jasmani, 
KPU juga menetapkan rumah sakit pemerin-
tah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan 
pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani 
dengan Keputusan KPU setempat. Jika ini di-
perlakukan sama, maka masing-masing KPU 
sesuai tingkatannya cukup membuat penga-
turan dalam bentuk pedoman teknis sebagai-
mana yang diterapkan pada Pemilihan Gu-
bernur, Bupati dan Walikota.

Pemenuhan Syarat Kesehatan yang 
Berkeadilan

Tujuan hukum dibuat adalah untuk 
mencapai kemajuan kebahagiaan masyara-
kat. Sehingga semua tindakan yang berperan 
menghasilkan dan mempertahankan keba-
hagiaan masyarakat adalah adil. Sebagaima-
na yang disampaikan oleh Inge Dwisvimiar 
(2011) bahwa keadilan dalam hukum ter-
bagi pada 2 (dua) hal yakni keadilan menu-
rut perundang-undangan (legal justice) atau 
keadilan dalam praktek (practical justice). 
Kemudian nilai keadilan juga harus merujuk 
pada nilai keadilan sosial sebagai puncak cita 
hukum. Artinya dalam penerapannya tidak 
boleh dikesampingkan  antara yang satu den-
gan yang lainnya (Lailam & Anggia, 2020).

Keadilan merupakan salah satu asas 
penting dalam muatan suatu peraturan pe-
rundang-undangan harus mencerminkan 
keadilan secara proporsional bagi setiap war-
ga negara (Fitriana, 2015). Di dalam konsti-
tusi pun sudah dinyatakan bahwa pemilihan 
umum dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil setiap periode 
lima tahun sekali. Sehingga frasa “adil” men-
jadi salah satu asas penyelenggaraan Pemilu 
yang tercermin pada hukum Pemilu (electo-
ral law) maupun proses penyelenggaraan Pe-
milu (electoral process) (Aris, 2018).

Sebagai unsur-unsur penting dari Pemi-
lu yang bebas dan adil, maka Penyelenggara 
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Pemilu bertindak independen dan ketidak-
berpihakan; efisiensi dan efektifitas; profe-
sionalitas; keputusan yang tidak berpihak 
dan cepat; serta transparan (IDEA, 2002, hal. 
45–46). Kontestasi Pemilu dipersyaratkan ti-
dak ada keberpihakan oleh Penyelenggara 
Pemilu. Dengan kata lain Penyelenggara Pe-
milu tidak boleh membuat aturan yang ber-
makna ganda dan sulit untuk dipahami.

Kerangka hukum Pemilu juga harus 
memastikan semua warga negara yang me-
matuhi syarat dijamin haknya untuk mem-
berikan suara secara adil dan universal serta 
berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskri-
minasi (IDEA, 2002, hal. 35). Tindakan KPU 
yang membatasi ruang lingkup “memenuhi 
syarat” sebuah puskesmas dan rumah sakit 
pemerintah secara tidak langsung mengindi-
kasikan adanya fasilitas kesehatan milik pe-
merintah yang tidak memenuhi syarat. 

Frasa “memenuhi syarat” dalam Pera-
turan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, 
telah menimbulkan kerancuan pada tahapan 
pencalonan. Partai Politik dan bakal calon 
perseorangan anggota DPD pada dasarnya 
memahami secara sederhana pengertian 
surat keterangan sehat jasmani, rohani dan 
bebas dari penyalahgunaan narkotika ter-
sebut (KPU Provinsi Sumatera Barat, 2019).  
Masing-masing bakal calon legislatif memiliki 
persepsi yang berbeda-beda tentang fasilitas 
kesehatan yang dapat mengeluarkan surat 
keterangan dimaksud. Sehingga pada masa 
penyerahan dokumen persyaratan bakal ca-
lon oleh Partai Politik atau pendaftaran ba-
kal calon perseorangan anggota DPD, KPU 
selaku penerima dokumen pencalonan me-
nemukan bahwa ternyata model atau bentuk 
surat keterangan sehat jasmani, rohani dan 
bebas dari penyalahgunaan narkotika be-
raneka rupa. Ada yang berupa hasil general 
medical check up lengkap, ada yang berupa 
surat keterangan sehat yang dituangkan da-
lam satu lembar kertas saja, ada juga yang 
tidak mencantumkan kesimpulan hasil pe-
meriksaan namun melampirkan detail peme-
riksaan pribadi bakal calon tersebut. 

Sebenarnya ketentuan tentang makna 
“memenuhi syarat” dimaksud sudah disam-
paikan oleh KPU RI melalui surat KPU nomor 

627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI tanggal 30 Juni 
2018. Bahwa maksud “memenuhi syarat” 
adalah sebagaimana hasil koordinasi KPU 
dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indo-
nesia (PB IDI), Himpunan Psikologi Indone-
sia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional 
(BNN). Maka surat keterangan jasmani dan 
rohani wajib diterbitkan oleh puskesmas atau 
rumah sakit pemerintah yang memenuhi sy-
arat. Sedangkan surat keterangan bebas nar-
kotika wajib diterbitkan oleh BNN provinsi, 
BNN kabupaten/kota atau rumah sakit pe-
merintah yang memenuhi syarat. Daftar ru-
mah sakit pemerintah yang memenuhi syarat 
dimaksud ini dilampirkan oleh KPU dalam 
laman resminya.

Adanya surat KPU tersebut ternyata 
pada praktiknya tidak memberikan keadilan 
bagi para bakal calon legislatif yang hendak 
melengkapi persyaratan kesehatan itu. Da-
lam daftar rumah sakit yang menjadi lam-
piran surat tersebut, ternyata tidak tersebar 
secara adil dan merata di seluruh wilayah 
Indonesia. Hanya ada 33 (tiga puluh tiga) ru-
mah sakit pemerintah yang masuk ke dalam 
daftar lokasi pemeriksaan. Ironisnya, tidak 
ada satu pun rumah sakit di pulau Kaliman-
tan dan Papua yang memenuhi syarat sesuai 
kriteria pemerintah. Bagi daerah yang memi-
liki rumah sakit terdaftar dalam surat itu pun 
ternyata masih dirasakan cukup sulit untuk 
mengaksesnya.

Misalnya, untuk wilayah Sumatera Ba-
rat hanya ada dua rumah sakit pemerintah 
yang dinyatakan memenuhi syarat. Yakni 
Rumah Sakit Umum Pemerintah M. Djamil 
Padang dan Rumah Sakit Stroke Nasional 
Bukittinggi. Padahal dari segi jarak tempuh 
bakal calon ke rumah sakit dimaksud sangat 
berjauhan bagi daerah pemilihannya di luar 
Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Belum lagi 
biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali 
pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit 
dimaksud. Dibandingkan dengan biaya yang 
harus dikeluarkan jika pemeriksaan keseha-
tan dilakukan di Puskesmas, maka para bakal 
calon yang tidak memiliki modal ekonomi 
yang tidak begitu tinggi cenderung melaku-
kan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas 
terdekat sesuai domisilinya.
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Untuk mengakomodir kegelisahan hu-
kum para bakal calon anggota legislatif terse-
but, maka KPU kembali menerbitkan Surat 
Nomor:633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI. Surat ini 
berupaya untuk menjelaskan surat KPU no-
mor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI. Akan tetapi 
surat ini pun terkesan seperti meralat isi surat 
terdahulu, sebagai dampak dari dinamika 
ketersediaan fasilitas kesehatan yang tidak 
merata dari Sabang sampai Merauke. Surat 
nomor:633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI ini pada 
prinsipnya mengatakan bahwa surat keteran-
gan jasmani dan rohani tetap wajib diterbit-
kan oleh dokter, puskesmas, atau rumah sa-
kit pemerintah yang memenuhi syarat sesuai 
penjelasan ketentuan Pasal 182 huruf h dan 
Pasal 240 ayat (1) huruf h Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pada ang-
ka keempat surat tersebut, kepastian hukum 
dan kemanfaatan hukum itu barulah dida-
patkan.

Dimana dalam hal terdapat bakal calon 
yang telah atau akan memperoleh surat 
keterangan sehat jasmani, rohani, serta 
bebas penyalahgunaan narkotika dari 
puskesmas atau rumah sakit selain dari 
rumah sakit pemerintah yang memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-
SD/06/KPU/VI/2018, maka surat 
keterangan tersebut dapat digunakan 
oleh bakal calon sepanjang pemeriksaan 
tersebut dapat menunjukkan hasil 
pemeriksaan kesehatan jasmani, 
rohani, dan hasil pemeriksaan bebas 
penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian frasa “memenuhi sy-
arat” tersebut terjadi perluasan makna. Per-
luasan makna dimaksud ternyata sesederha-
na makna yang sebelumnya dipahami oleh 
para calon anggota legislatif. Akhirnya KPU 
di seluruh Indonesia tidak lagi membata-
si sumber perolehan surat keterangan sehat 
jasmani dan rohani tersebut sepanjang tidak 
bertentangan dengan angka keempat Surat 
Nomor:633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI.

Apabila dikaitkan dengan tujuan hu-
kum untuk memberikan keadilan, maka da-
pat diketahui bahwa tidak semua bakal calon 
memiliki kemampuan finansial yang sama. 
Dampaknya secara tidak langsung adalah ba-
nyak bakal calon yang belum memenuhi sy-

arat dengan alasan belum melampirkan surat 
keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas 
dari penyalahgunaan narkotika karena belum 
tersedianya biaya yang cukup. Di samping 
karena biaya untuk pemeriksaan kesehatan 
itu sendiri, mereka juga menanggung biaya 
transportasi dan/atau akomodasi apabila lo-
kasi fasilitas kesehatan itu jauh dari domisili 
bakal calon bersangkutan.

Pemeriksaan Kesehatan Demi Keman-
faatan Hukum

Sebuah norma hukum dapat dikatakan 
bermanfaat bagi masyarakat apabila mengan-
dung nilai keadilan sosial (Lailam & Anggia, 
2020). Pelaksanaan Pemilu sebisa mungkin 
didasarkan pada pijakan hukum yang pas-
ti dan seadil-adilnya bagi setiap pihak yang 
terlibat serta memberikan manfaat yang se-
besar-besarnya bagi seluruh masyarakat In-
donesia (Abdul Waid, 2019).

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh 
bakal calon legislatif adalah tidak harus bebas 
dari penyakit maupun kecacatan, melainkan 
setidaknya mereka dapat melakukan kegiatan 
fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hamba-
tan yang bermakna dan tidak memiliki peny-
akit yang diperkirakan akan mengakibatkan 
kehilangan kemampuan fisik dalam kurun 
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kejiwaan 
atau rohani bakal calon harus sehat agar tidak 
kehilangan kemampuan dalam melakukan 
observasi, menganalisis kemudian membuat 
keputusan dan mengkomunikasikannya (Vi-
valdy, 2019). Lain halnya dengan hak pemilih 
yang menyandang status ODGJ (Orang Den-
gan Gangguan Jiwa). Pemilih ODGJ dapat 
menggunakan haknya dalam pemilu cukup 
dengan ketentuan bahwa fungsi kognitifnya 
berjalan dengan baik, tidak agresif, dan bisa 
berperilaku sesuai dengan norma-norma 
yang umum di masyarakat (Jannah & Fahmi, 
2019). 

Apabila tujuan dilampirkannya surat 
keterangan kesehatan tersebut dalam doku-
men syarat bakal calon adalah sebagaimana 
yang dimaksud di atas, maka sesungguhnya 
kemampuan memeriksa kesehatan seseo-
rang dengan standar demikian dapat dilaku-
kan lebih dari 33 (tiga puluh tiga) rumah sakit 
sebagaimana yang ditetapkan Surat KPU RI 
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Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018. 
Bahkan bakal calon yang berasal dari provin-
si-provinsi yang tidak tercantum dalam daf-
tar rumah sakit tersebut, tidak perlu lagi ke 
rumah sakit di luar provinsi bahkan terbang 
menyeberangi pulau hanya untuk memenu-
hi persyaratan sebuah kontestasi yang belum 
tentu diperoleh.

Semakin banyak biaya yang dikeluar-
kan, semakin memudarkan semangat bakal 
calon bersangkutan untuk tetap maju dalam 
kontestasi Pemilu (Fahri, 2015; Nazriyah, 
2016). Apalagi hal tersebut sudah terasa pada 
tahap awal kandidasi yakni pencalonan. 
Hanya bakal calon yang memiliki modal eko-
nomi yang kuat lah yang pada akhirnya bisa 
memenuhi syarat kesehatan ini. Padahal  ti-
dak semua bakal calon yang berkualitas yang 
memiliki sumber daya yang demikian. Hal ini 
bisa berpotensi kepada Pemilu yang diskri-
minatif dan parsial. Padahal salah satu asas 
pembentukan peraturan perundang-undan-
gan adalah dapat dilaksanakan. Sebagaimana 
Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu-
kan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa 
setiap peraturan perundang-undangan, sub-
stansinya memperhitungkan efektivitasnya di 
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuri-
dis, maupun sosiologis (Nggeboe & Iswanto, 
2019).

Standar Sehat yang Berkepastian Hukum
Dalam menyelenggarakan Pemilu, ke-

pastian hukum dapat menciptakan keadilan 
bagi semua pihak, terutama Peserta Pemilu 
(Wijaya, 2020). Adanya keraguan oleh ma-
sing-masing satuan kerja KPU tentang mak-
na “memenuhi syarat” dan seberapa banyak 
jenis pemeriksaan kesehatan yang dimaksud 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Penaf-
siran yang tidak dibatasi inilah yang memun-
culkan persoalan di antara KPU dan Peserta 
Pemilu. Peserta Pemilu mengartikan surat 
keterangan sehat jasmani dan rohani se-
sederhana mungkin, yakni yang penting ada, 
dinyatakan sehat dan terpenuhi. Sedangkan 
KPU mengartikan pemeriksaan kesehatan di-
maksud dilakukan secara keseluruhan atau 
general check up.

Salah satu upaya penafsiran ini terjadi 

di Provinsi Sumatera Barat. KPU Provinsi Su-
matera Barat menganggap bahwa Surat KPU 
Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI dan Surat 
Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI mengisy-
aratkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang 
dimaksud itu menyeluruh, sehingga hanya se-
dikit rumah sakit pemerintah yang dianggap 
memiliki kompetensi untuk itu dan masuk ke 
dalam daftar rumah sakit sesuai yang tertera 
dalam surat KPU dimaksud. Menjawab kera-
guan ini, KPU Provinsi Sumatera Barat me-
lakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan 
Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi 
keyakinan bahwa yang dimaksud KPU untuk 
pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani 
memang pemeriksaan secara menyeluruh 
(KPU Provinsi Sumatera Barat, 2019). 

Hasil konsultasi tersebut membuahkan 
kesimpulan, bahwa pemeriksaan kesehatan 
jasmani yang dimaksud benar merupakan 
dalam bentuk hasil pemeriksaan secara me-
nyeluruh. Akan tetapi efek pasca konsultasi 
ini menjadi luar biasa. Akibatnya Peserta Pe-
milu menganggap KPU memberatkan me-
reka terhadap pemenuhan syarat kesehatan 
sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) huruf 
d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Hal 
inilah yang menjadi ruang rawan bagi KPU 
untuk digugat karena aturannya multitafsir 
dan tidak dapat dilaksanakan secara merata.

Dengan tetap berpegang teguh kepa-
da pemahaman awal bahwa pemeriksaan 
kesehatan jasmani bagi bakal calon anggota 
DPRD adalah hasil pemeriksaan menyeluruh. 
Maka berdasarkan hasil rapat pleno KPU Pro-
vinsi Sumatera Barat mengenai hasil verifikasi 
administrasi persyaratan bakal calon, bebera-
pa calon diberikan status belum memenuhi 
syarat (BMS) untuk dokumen surat keteran-
gan kesehatannya karena tidak berdasarkan 
pemeriksaan menyeluruh. Termasuk bagi 
bakal calon yang hanya menyampaikan hasil 
pemeriksaan menyeluruh tapi tidak disertai 
dengan surat keterangan yang menyatakan 
sehat atau tidak sehat.

Beberapa contoh kasus surat keteran-
gan kesehatan jasmani yang tidak menggam-
barkan pemeriksaan menyeluruh dikeluar-
kan oleh Rumah Sakit Bayangkara, Rumah 
Sakit Jiwa HB Sa’anin, Rumah Sakit Adnan 
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WD Payakumbuh dan beberapa Rumah Sa-
kit Daerah lainnya di Sumatera Barat. Kemu-
dian yang hanya melampirkan hasil general 
chek up tanpa ada surat keterangan status 
kesehatan si calon, diperoleh dari calon yang 
melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Ach-
mad Mochtar Kota Bukittinggi (KPU Provinsi 
Sumatera Barat, 2019, hal. 21). 

Akhirnya, pada masa perbaikan do-
kumen persyaratan bakal calon, KPU men-
geluarkan Keputusan KPU RI Nomor 876/
PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedo-
man Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota 
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota yang pada intinya menyebutkan bah-
wa surat keterangan sehat jasmani, rohani 
dan bebas narkotika yang didapat dari pus-
kesmas atau rumah sakit selain yang ada di 
dalam daftar rumah sakit yang memenuhi sy-
arat sebagaimana Surat KPU RI Nomor 627/
PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018. Sehingga surat 
keterangan tersebut bisa digunakan sebagai 
salah satu syarat pencalonan sepanjang me-
nunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jas-
mani, rohani, dan bebas narkotika. Perlakuan 
yang sama juga diterapkan terhadap surat ke-
terangan yang diperoleh dari rumah sakit di 
luar daerah pemilihannya. Surat keterangan 
tersebut tetap dapat digunakan sebagai do-
kumen syarat calon. 

Dengan demikian kepastian hukum 
terhadap pemenuhan syarat kesehatan ba-
kal calon terakomodir berdasarkan Kepu-
tusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/
KPU/VII/2018. Hanya saja beberapa bakal 
calon yang sebelumnya telah dinyatakan 
belum memenuhi syarat (BMS) pada masa 
penelitian administrasi awal, sudah terlan-
jur dengan berbagai keterpaksaan untuk 
melakukan general check up ke rumah sa-
kit yang terdaftar dalam Surat KPU Nomor 
620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018. Hal inilah 
yang kemudian menjadi kesimpangsiuran 
informasi antar bakal calon legislatif. Antara 
menggunakan hasil pemeriksaan sederhana 
sebelumnya atau hasil pemeriksaan lengkap 
yang dilakukan kemudian sebelum keluar-
nya Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dampak lainnya adalah biaya yang di-

keluarkan oleh bakal calon menjadi bertam-
bah. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 
sebanyak 2 (dua) kali tersebut merugikan se-
cara waktu, tenaga dan finansial bagi bakal 
calon. Keterlambatan kebijakan yang dibuat 
oleh KPU ini akhirnya menjadi poin negatif 
tersendiri bagi tahapan pencalonan Pemilu 
2019. Dilema ini tidak boleh berlanjut pada 
Pemilu berikutnya, demi kepercayaan masy-
arakat terhadap Penyelenggara Pemilu dan 
Pemilu itu sendiri.

Standar Sehat yang Memenuhi Syarat
Dari ketiga tujuan hukum yang te-

lah diuraikan di atas, bahwa standar sehat 
yang memenuhi syarat sebaiknya diatur se-
sederhana mungkin namun menggambarkan 
kondisi kesehatan calon secara umum. Hal 
ini disadari sebagai bentuk realisasi masing-
masing tujuan hukum. Ada kalanya keadilan 
bertentangan dengan manfaat, atau keadilan 
bertentangan dengan kepastian hukum, serta 
bisa juga terjadi ketegangan antara manfaat 
dengan keadilan. Sehingga Gustav Radbruch 
memberi solusi melalui prinsip prioritas baku. 
Yakni dengan memberikan urutan baku da-
lam memutus suatu perkara. Prioritas perta-
manya adalah keadilan, kedua manfaat dan 
ketiga kepastian hukum (Muslih, 2013).

Perlu adanya regulasi yang khusus 
mengatur tentang standardisasi syarat kete-
rangan sehat bagi calon pejabat negara. Se-
lain itu juga bisa melakukan revisi terhadap 
regulasi pemilu sebelumnya dengan memuat 
ketentuan yang lebih jelas lagi terkait peme-
riksaan kesehatan para calon anggota legis-
latif. Tujuan dari standardisasi tersebut den-
gan sendirinya akan mencari keseimbangan 
antara pelbagai kepentingan. Bahkan dengan 
menerapkan tujuan-tujuan hukum sebagai-
mana dimaksud di atas, akan mendapatkan 
keseimbangan antara tuntutan keadilan den-
gan ketertiban atau kepastian hukum (Za-
man, 2018).

Terhadap perolehan surat keterangan 
sehat, ada tiga alternatif yang bisa digunakan. 
Alternatif-alternatif tersebut mengacu kepada 
standar yang ditetapkan oleh KPU bersama 
stakeholder terkait. Pertama, untuk kesehatan 
jasmani dan rohani, minimal dikeluarkan 
oleh Puskemas. Tidak diperkenankan hasil 



Pandecta. Volume 16. Number 1. June 2021 Page 1-13

10


pemeriksaan dari fasilitas kesehatan milik 
perseorangan atau swasta. Hal ini guna 
menjamin independensi hasil pemeriksaan 
kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatannya 
itu cukup berupa pernyataan sehat atau tidak 
sehat saja.

Pentingnya syarat sehat jasmani dan 
rohani ini tidak boleh diartikan sekedar 
melihat kondisi fisik seseorang, yang 
belum tentu menghambat seseorang dalam 
menjalankan tugasnya. Kesehatan jasmani 
dan rohani seseorang tidak bisa dijadikan 
alasan untuk menghalanginya mendapatkan 
hak politiknya ataupun hak kesamaan 
kesempatan di depan hukum (Priestley et al., 
2016). Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur 
Ramadhan (2017) juga menyatakan bahwa 
syarat kesehatan jasmani dan rohani ini 
hanya digunakan sebagai catatan dan bahan 
pertimbangan, ketika yang bersangkutan 
menjalankan tugasnya. Karena menurut 
mereka syarat dokumen hasil pemeriksaan 
kesehatan tersebut bermanfaat sebagai 
informasi bagi Penyelenggara Pemilu dalam 
menyediakan segala aksesibilitas bakal calon 
disabilitas dalam mengikuti setiap tahapan 
pemilu (Nursyamsi & Ramadhan, 2017).

Sedangkan untuk hasil pemeriksaan 
bebas narkoba, sebaiknya tidak 
terkonsentrasi kepada Badan Narkotika 
Nasional (BNN). Akan tetapi juga bisa 
difasilitasi oleh puskesmas atau rumah sakit 
yang memiliki kompetensi untuk itu. Selain 
untuk menghindari penumpukan pekerjaan 
BNN untuk memeriksa status bebas napza 
seseorang sehingga memerlukan waktu 
yang cukup lama untuk menerbitkan hasil 
pemeriksaan, juga membantu meringankan 
beban calon legislatif tertentu. Khususnya 
calon yang memiliki keterbatasan dari segi 
biaya dan transportasi. Karena keberadaan 
BNN pun belum merata di seluruh kabupaten/
kota di Indonesia.

Sebagaimana negara lainnya seperti 
yang disebutkan di atas, bahwa syarat 
kesehatan seorang caleg tersebut cukup 
sederhana saja. Yakni memenuhi batas 
umur yang ditentukan oleh undang-undang 
dan merupakan warga negara bersangkutan 
yang terkualifikasi. Hal ini perlu dalam 

rangka pemenuhan hak memilih dan dipilih 
seseorang. 

Begitu pun dengan aturan mengenai 
penyandang disabilitas juga diharapkan tidak 
mengandung multi tafsir dalam partisipasi 
politiknya (Nasution & Marwandianto, 2019; 
Rahmanto, 2019). Seperti yang dikemukakan 
oleh Ishak Salim (2015) bahwa prasyarat 
yang merugikan difabel terkait sehat jasmani 
dan rohani bagi Peserta Pemilu maupun 
Penyelenggara Pemilu tidak lagi dicantumkan 
dalam UU Pemilu atau memberi penegasan 
pengertian frasa “sehat” agar difabel tidak 
termasuk kategori tidak sehat. Karena 
sejatinya penyandang disabilitas juga memiliki 
hak dalam bidang politik sebagaimana diatur 
dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. Dengan 
demikian apa yang menjadi hak bagi setiap 
orang pada umumnya (normal) juga menjadi 
hak bagi penyandang disabilitas (Ari Atu 
Dewi, 2018).

Alternatif kedua, seluruh biaya 
pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh 
partai politik bakal calon terkait. Hal ini 
berdampak kepada proses rekrutmen 
yang diadakan oleh partai politik menjadi 
persaingan yang lebih ketat. Bakal calon yang 
berkualitas dan memiliki elektabilitas yang 
tinggi, akan lebih dipertimbangkan dalam 
kaderisasi dan pencalonan pada Pemilu. 
Sehingga uang yang dikeluarkan partai politik 
guna pemeriksaan kesehatan tidak menjadi 
sia-sia.

Alternatif ketiga lainnya adalah 
pemerintah melalui APBN memfasilitasi 
pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh 
tersebut terhadap semua calon legislatif. 
Dengan ketentuan bahwa calon legislatif 
tersebut sudah ditetapkan di dalam Daftar 
Calon Sementara oleh KPU terkait. Hal ini 
untuk meminimalisir pemborosan uang 
negara yang tidak diinginkan. Sehingga 
apabila ditemukan surat keterangan 
kesehatan calon yang menyatakan tidak 
sehat, maka otomatis calon tersebut gugur. 
Gugurnya calon tersebut dituangkan dalam 
keputusan KPU terkait tentang perubahan 
daftar calon sementara anggota legislatif 
sesuai tingkatannya.
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4. Penutup
Partisipasi hak politik untuk dipilih se-

bagai calon legislatif semestinya memiliki 
dasar hukum yang jelas dan tidak bermakna 
ganda. Permasalahan pemenuhan syarat kes-
ehatan sesungguhnya bukan hal yang baru 
di bidang kepemiluan. KPU sebagai ujung 
tombak pemilihan umum seyogyanya memi-
liki standardisasi kemampuan sehat jasmani, 
sehat rohani dan bebas dari penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya 
yang tidak memberatkan secara biaya namun 
pemeriksaannya cukup. 

Jika KPU tidak ingin memberatkan para 
bakal calon dalam mendapatkan surat kete-
rangan kesehatan, maka ada tiga alternatif 
yang bisa dilakukan. Yakni menetapkan stan-
dar fasilitas kesehatan yang dapat diakses dan 
terjangkau oleh setiap orang sebagai sebuah 
jaminan bahwa kerangka hukum Pemilu itu 
adil dan bermanfaat. Pembuatan regulasi 
yang tidak multi tafsir, memudahkan setiap 
warga negara memperoleh kepastian hukum 
dalam melaksanakan hak mencalonkan diri 
sebagai wakil rakyat. Kedua, seluruh biaya 
pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh par-
tai politik calon yang bersangkutan. Kemudi-
an alternatif ketiga, pemerintah diharapkan 
bisa mengsubsidi biaya sebagian atau seluruh 
pemeriksaan kesehatan ini demi diperoleh-
nya calon yang sehat dan berkualitas tanpa 
mengenyampingkan hak memilih dan dipilih 
seseorang. Pemerintah juga bisa melengkapi 
fasilitas kesehatan di tiap provinsi, sehingga 
bakal calon tidak perlu mengeluarkan biaya 
untuk melintasi daerah antar provinsi demi 
sepucuk surat keterangan kesehatan.
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